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BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN SARMI 

 
PUTUSAN 

TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA 

PROSES PEMILU 

Nomor Register : 10/PS.Reg/33.14/I/2019 

 
 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 
 

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah menerima dan 

mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

Permohonan dari : 

 
I. Identitas Para Pihak 

1. Nama Pemohon : DEMIANUS KYEUW-KYEUW, SH,MH 

NIK :9120010707630001 

Tempat/Tanggal Lahir : Jayapura, 13 Desmber 1965 

Alamat : Perum Pemda 1 Neidam- Distrik Sarmi 

Pekerjaan/ Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPC Partai 

Demokrat 
 

 
2. Nama Pemohon : SPEY. ALBERD. KIKY. WENGGY 

 NIK : 911007220480001 

 Tempat/Tanggal Lahir 

Alamat 

:Jayapura 22 April 1980 

: Kasukwe, Wapomania 

 Pekerjaan/ Jabatan : Anggota DPRD Kab.Sarmi 

Sekretaris DPC Partai Demokrat 

Kabupaten Sarmi 

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 

 
 

Berdasarkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan 

Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa 

proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan 
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Umum Kabupaten Sarmi terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sarmi Nomor 74/BA/KPU-SRM.030434181/I/2019 tentang 

Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Sarmi yang 

tidak menyerahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye 

pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Sarmi; 

 
Terhadap 

 
 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi, yang berkedudukan di Jalan 

Kota Baru Petam, Distrik Sarmi Selatan, Kabupaten Sarmi selanjutnya 

disebut sebagai Termohon; 

 
Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi telah 

memimpin Mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Rabu 

Tanggal Sembilan bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas; 

 

II. Pokok Permohonan 

Mohon Pertimbangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi 

tgerhadap Kondisi Jaringan Internet di Kabupaten Sarmi yang menyebabkan 

penyampaian LAPORAN secara ON-LINE tidak tepat waktu ; 

 
Mohon Pertimbangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi 

terhadap Hari Libur Akhir Tahun yang menyebabkan keterlambatan Partai 

Demokrat dalam penyusunan adminstartif yang tgerkait perbankan; 

 
Dalam poin pertama pokok permohonan kami di atas membuat kami menjadi  

sangat terlambat dalam penyelesaian Laporan Penerrimaan Sumbangan 

Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Sarmi; 

 
Dalam poin kedua pada pokok masalah di atas sangat membuat kami tidak 

berdaya dalam penyelesaian administrasi Laporan Penerrimaan Sumbangan 

Dana Kampanye pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Sarmi pada Bank 

dimana Partai Demokrat membuka Rekening Kampanye; 

 
Mohon Pertimbangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sarmi terhadap 

keterlambatan kehadiran Operator/Penghubung yang menyebabkan seluruh 

aktivitas administrasi on-line maupun manual tidak berjalan secara normal; 
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Dari 3 (tiga) alasan kami di atas maka kami mohon kepada pihak Bawaslu 

untuk mempertimbangkan sebaik-baiknya yang tidak merugikan kami Partai 

Politik, khususnya Partai Demokrat (PD). 

 
 

III. Jawaban Termohon 

Bahwa pada tanggal 2 Januari 2019 11 Partai Politik telah menyerahkan 

Laporan Sumbangan Dana Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sarmi dan 5 Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai 

Gerinda,Partai Hanura, Partai PDIP dan Partai PKB terlambat dalam 

menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye. Bahwa sesuai dengan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Bagi Partai Politik yang tidak 

menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 2 Januari 

2019 Komisi Pemilihan Umum tidak bias menerima, Namun dengan adanya 

Mediasi pada Hari Rabu tanggl 09 Januari 2019 Komisi Pemilihan Umum 

merasa bersyukur karena diberikan ruang untuk dapat menerima Laporan 

Sumbangan Dana Kampanye bagi 5 Partain Politik yang terlambat 

menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye pada tanggal 2 Januari 

2019. 

 

Bahwa pada dasarnya Proses setiap tahapan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Sarmi menggunakan hari Kalender bukan hari kerja, sehingga 

hari-hari libur tahapan tetap berjalan. Terkait dengan hal itu Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Sarmi menyampaikan kepada Partai Politik agar 

memperhatikan hal-hal tersebut. 

 
IV. Kesepakatan Para Pihak 

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal Sembilan bulan 

Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas dimulai pada Pukul 11:00 wit; 

 
Bahwa pada Pukul 12: 16 wit (waktu selesai mediasi), Pihak Pemohon dan 

Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita 

acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum mencapai 

kesepakatan nomor permohonan 10/PS.Reg/33.14/I/2019 Yang pada 

pokoknya sebagai berikut: 

1. Termohon menerima permohonan Pemohon yaitu menerima Laporan 

Sumbangan Dana Kampanye bagi Partai Demokrat yang pada tanggal 2 



SALINAN 
 

Januari 2019 terlambat menyerahkan Laporan Sumbangan Dana 

Kampanye; 

2. Termohon akan melakukan perbaikan terhadap Berita Acara Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 75/BA/KPU- 

SRM.030.434181/I/2019 Tentang Penyerahan Laporan Sumbangan Dana 

Kampanye Tahun 2019. 

3. Termohon memberikan waktu kepada 5 (lima) Partai Politik untuk segera 

menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye yaitu 1x24 Jam. 

 
Menimbang, bahwa berdasarka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan 

berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu 

sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita 

Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Mencapai Kesepakatan 

Nomor:10./PS.Reg/33.14/I/2019 Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten Sarmi. 

 
Memutuskan 

 
 

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan 

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa 

Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 

10S/PS.Reg.33.14/I/2019; 

2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Sarmi untuk melaksanakan 

Putusan ini paling lama 3 ( tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan. 
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Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilu 

Kabupaten Sarmi pada hari Kamis tanggal Sepuluh bulan Januari tahun 

Dua Ribu Sembilan Belas boleh 1) Leon Hein Paul Buiney, S.Sos.; 2) 

Martina Sanggala., M.Pd 3) Oktovina Wanewar, M.Pd, masing-masing 

sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi dan diucapkan dihadapan 

para pihak serta terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal Sepuluh 

bulan Januari tahun Dua Ribu Sembilan Belas 1) Leon Hein Paul Buiney, 

S.Sos.; 2) Martina Sanggala., M.Pd 3) Oktovina Wanewar, M.Pd,, masing- 

masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sarmi. 

 
Bawaslu Kabupaten Sarmi 

 

 

Ketua 

TTD 

 

 
 

Anggota 

Leon Hein Paul Buiney, S.Sos. 

 

 
 

Anggota 
 
 

TTD 

 
Martina Sanggala., M.Pd 

Sekretaris Mediasi 

 
 

TTD 

 
YESAYA WAROMI, S.IP 

NIP. 19681225 200112 1 003 

 
TTD 

 

Oktovina Wanewar, M.Pd 
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